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KATA PENGANTAR 

 

   

Catatan Akhir Tahun LBH Palembang 2018 ini diambil dari hasil penanganan kasus yang 

disampaikan masyarakat pada LBH Palembang tahun 2018 yang kemudian dianalisa dan 

dikembangkan sehingga menghasilkan  refleksi LBH Palembang mengenai  Penegakan 

Hukum, HAM dan Demokrasi khususnya di Sumatera Selatan tahun 2018. Tentunya ini 

bukan hanya sekedar catatan, akan tetapi akan menjadi bahan advokasi selanjutnya bagi 

LBH Palembang sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dijalankan yaitu Konsep 

Bantuan Hukum Struktural (BHS). 

Untuk memperkaya informasi, maka dalam penulisan catatan akhir tahun ini dikaitkan 

dengan kondisi sosial ekonomi dan politik di Sumatera Selatan. Karena kerja-kerja 

advokasi yang dilaksanakan LBH Palembang selalu berkaitan dengan tanggung jawab 

negara (Pemerintah Daerah) untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, baik hak 

ekonomi, sosial budaya maupun hak sipil politik. 

Untuk Catatann Akhir Tahun 2018, LBH Palembang mengambil tema “Ketika Negara 

Hukum Dikalahkan Kepentingan Investasi”. Tema ini merupakan  gambaran terhadap 

lemahnya penegakan hukum terhadap pelangaran dalam pengelolaan SDA, lemahnya 

perlindungan terhadap kaum buruh dan petani dan perempuan, redupnya demokrasi karena 

adanya kepentingan ekonomi. 

Catatan akhir tahun ini juga merupakan refleksi terhadap internal LBH Palembang. Karena 

kami sadar ada beberapa kasus yang belum terselesaikan atau belum dapat terlayani, masih 

banyak kebijakan daerah yang tidak adil belum dapat diadvokasi, lemahnya 

pengorganisasian, studi/riset yang kurang mendalam dan beberapa permasalahan lainnya 

yang ada di LBH Palembang. 

LBH Palembang berharap dari Catatan Ahir Tahun ini akan menjadikan LBH Palembang 

lebih baik lagi dalam melakukan kerja-kerja advokasi kasus-kasus masyarakat serta 

advokasi untuk perbaikan penegakan hukum, HAM dan Demokrasi di Sumatera Selatan. 

 

 

Palembang 10 Januari 2019 

Lemmbaga Bantuan Hukum Palembang 

 

 

Aprili Firdaus Sakamta 

 Direktur
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Tentang  LBH PALEMBANG 
 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang awalnya dikenal dengan LBH Peradin, didirikan  

pada tanggal 18 September 1979 dengan Akta Pendirian/Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris 

Darbi, SH. Nomor 36 Tanggal 7 Maret 1980. Kemudian pada tahun 1982, berdasarkan Surat 

Keputusan PERADIN Palembang Nomor 27/Int/XII/82 tanggal 8 Desember 1982, diintegrasikan 

ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan nama Lembaga Bantuan Hukum 

Palembang (LBH Palembang).  

Pendirian LBH Palembang ditatarbelakangi ketika kondisi banyak rakyat miskin di Sumatera 

Selatan tidak dapat membela hak-hak mereka dibidang hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. Seiring perjalanan waktu, pola relasi antara LBH Palembang dengan rakyat mengalami 

beberapa perkembangan, dari yang bersifat hubungan antara pengacara dengan klien sampai 

kepada pola relasi yang dianngap ideal dimana mencerminkan nilai-nilai demokratis. Keadilan 

hukum menjadi salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum  yang secara bersama-sama dengan 

keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan 

membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi. 

Karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan 

penghapusan kendala-kendala nya harus dilakukan bersamaan dan berjalan secara proporsional dan 

kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-

bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar 

sikap dan tindakan kedermawanan, tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan 

rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan.  

Kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum 

yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik 

maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan 

walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.  
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VISI & MISI 
 

VISI 

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial 

yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and 

democratic socio-legal system);  

2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara 

(prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh 

dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-

administrative system);  

3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap 

pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan 

mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung 

tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human 

rights). 

  

MISI 

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum 

yang berkeadilan, demokratis serta menjungjung tinggi HAM kepada seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;  

2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi 

lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka 

mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan 

hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara 

kolektif;  

3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen 

pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak 

lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;  

4. Memelopori,mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan 

hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai 

dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia 

(Universal Declaration of Human Rights).  

5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung 

dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, 

utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.  
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STRUKTUR LBH PALEMBANG 

 

 

 

 

1. Direktur    : Aprili Firdaus Sakamta, SH.MH. 

2. Kepala Operasional  : Taslim, SH.MH. 

3. Kepala Internal   : Tamsil, SH. 

4. Manager Keuangan  : Yusmarwati, SH 

5. Staf Operasional  : Desma Dasari, SH.MH. 

  Apriansyah, SH. 

6. Staf Internal   : Ade Satriansyah, SH. 

7. Karyawan   : Fikriansya. 

8. Volunteer   : Juardan Gultom, SH.  

  Ivan Widodo, SH 

9. Staf Program   : Ressy Trimulyani, SH. 

  Setri Apriani. 

10. Pelaksana Bantuan Hukum : Qoriah, SHI. 

  Linda, SH. 

  Sissy Chrisrina Ambarita, SH. 

  Fribertson Parulian Samosir, SH. 

11. Paralegal    : Muhamad Mubin, SH. 

  Kharisma Yatini, SH. 

  Muhamad Febri 

  Robani, SH. 

  Meirlansyah, SH. 

  Arie Agung, SH.  
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 A. PENERIMAAN PENGADUAN 

Pada tahun 2018 LBH Palembang menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 93 

(sembilan puluh tiga) kasus. Sebagian besar kasus tersebut disampaikan langsung oleh 

masyarakat dan diterima melalui mekanisme penerimaan pengaduan di LBH Palembang.  

Dilihat dari jenisnya, kasus yang disampaikan masyarakat pada LBH Palembang terdiri dari 

kasus perburuhan (PHK), konflik lahan (penggusuran lahan masyarakat oleh perusahaan, 

sengketa lahan plasma), pengrusakan lingkungan, pidana umum, perdata, perkawinan/keluarga.  

Jumlah 

Pengaduan 

Tahun 2018 

Berdasarkan 

Jenis Kasus 
 

No. Jenis Kasus 
Jumlah  

Pengaduan Korban 

 1.  Perburuhan 8 8 

 2.  Sengketa Lahan 3 449 KK 

 3.  Pengrusakan Lingkungan 3 3 Desa 

 4.  Pidana 16 16 

 5.  Perdata 1 1 

 6.  Perkawinan/Keluarga 62 62 

 Total 93 489 

 

Dari 93 pengaduan masyarakat yang diterima LBH Palembang, sebanyak 29 (31%) pengadu 

berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 64 (69%) pengadu berjenis kelamin perempuan. 

Sebagian besar kasus yang disampaikan perempuan adalah kasus keluarga/perkawinan dengan 

latar belakang kasus yang berbeda-beda (KDRT, penelantaran oleh suami, tidak  diberikan 

nafkah, perselingkuhan dan sebagainya).  
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Jumlah 

Pengaduan  

Tahun 2018 

Berdasarkan 
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2 

4 

2 

2 

83 

Luar Prov. Sumsel

Kab. MUBA

Kab. Ogan Ilir

Kab. Banyuasin

Palembang

Dilihat dari usia pengadu yang datang ke LBH Palembang,  kami mengelompokan usia pengadu 

menjadi usia dibawah 17 tahun, usia 17 tahun-25 tahun, usia 26 tahun-35 tahun, usia 36 tahun-

45 tahun, dan usia diatas 45 tahun. 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat yang menyampaikan pengaduan ke LBH Palembang sebagian besar bertempat 

tinggal di Kota Palembang yaitu sebanyak 83 pengadu. Selebihnya tinggal di beberapa 

kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jumlah Pengaduan  

Tahun 2018 

Berdasarkan  

Usia Pengadu 

 

 

Jumlah Pengaduan  

Tahun 2018 

Berdasarkan  

Tempat Tinggal Pengadu 

 

Tamat 
SD/sederaj

at; 13 

Tamat 
SMP/seder

ajat; 22 

Tamat 
SMA/seder

ajat; 51 

Diploma; 4 

Sarjana; 3 

 Pendidikan 

Tidak 
bekerja; 11 

PNS; 1 

Mengurus 
rumah 

tangga; 36 

Sektor jasa 
; 3 Wiraswasta

; 6 

Buruh; 30 

petani ; 6 

 Pekerjaan 

Jumlah Pengaduan Tahun 2018  

Berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan Pengadu 
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Dari jumlah kasus yang disampaikan masyarakat, seluruhnya telah ditangani oleh PBH 

LBH Palembang, baik melalui litigasi (lembaga peradilan) maupun non litigasi. Sebagian 

besar kasus tersebut telah selesai ditangani terutama yang diselesaikan melalui 

pengadilan. Sebagian kasus belum selesai ditangani sehingga penanganannya dilanjutkan 

pada tahun 2019. 
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Refleksi LBH PALEMBANG 

 

CATATAN BURUK  

Untuk Tata Kelola Hutan & Lahan di Sumatera Selatan. 

 

A. Kebijakan Tata Kelola Hutan dan Lahan 

Sama seperti di Provinsi  lain, kebijakan tata kelolah hutan dan lahan di Provinsi Sumatera 

Selatan dilakukan dengan memberikan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan lahan seluas-

luasnya kepada badan usaha baik swasta maupun milik negara.. berdasarkan data Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan tahun 2017, pada kawasan hutan 

Provinsi Sumatera Selatan terdapat 41  (empat puluh satu) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), 1 (satu) IUPHHK pada Hutan Alam. Dan 

2 (dua) IUPHHK Restorasi Ekosistem. Terdapat 62 (enam puluh dua) Izin Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan (IPPKH) untuk usaha produksi pertambangan dan non tambang. Sementara di 

luar kawasan hutan terdapat 268 Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan 173 Izin Usaha 

Pertambangan Batubara dan Logam.
1
 

Tabel  Data Izin Pengelolaan Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan s/d Tahun 2017 

No. Nama Izin Jumlah 
Luas Ereal 

(Ha) 

1.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) 

41 4.191.034 

2.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 

(IUPHHK-HA) 

1 56.000 

3.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem 

(IUPHHK-RE) 

2 58.682,07 

4.  Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan dan 

Non Tambang 

62 13.713,38 

5.  Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 258 1.635.820,37 

6.  Izin Usaha Perkebunan Tebu   

7.  Izin Usaha Perkebunan Karet   

8.  Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Logam 173 1.075.364 

 
 

Sementara skema pengelolaan SDA (Kawasan Hutan) oleh masyarakat melalui Perhutanan 

Sosial masih sangat sedikit. Berdasarkan data dari Pokja Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera 

Selatan, sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah Izin Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan 

sebanyak 14 izin dengan luas areal 97.748,10 hektar. Kondisi akses kelola SDA yang timpang 

ini tidak terlepas dari terus meningkatnya jumlah konflik lahan dan laju angka deforestasi hutan 

                                           
1
 Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016. 
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dan lahan di Sumatera Selatan yang disebabkan kebakaran hutan, ilegal loging, penelantaran 

areal izin, penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, tidak adanya reklamasi 

pasca tambang, dan aktivitas ilegal lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pemiskinan dan Peminggiran Masyarakat. 

Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan dengan mendahulukan kepentingan investasi 

dan mengatasnamakan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, ternyata tidak 

memberikan pengaruh bagi masyarakat disekitar untuk peningkatan kesejahteraan. Penerbitan 

izin yang tidak transparan serta tidak jelasnya tata batas kawasan hutan dan lahan negara, tidak 

jarang lahan yang sudah lama dikelola dan menjadi sumber perekonomian utama masyarakat 

dimasukan dalam areal izin yang akan diberikan kepada perusahaan. Penghilangan lahan kelola 

masyarakat dilakukan dengan melalui ganti rugi yang tidak layak atau penggusuran karena 

masyarakat mmelakukan perlawanan dam menolak ganti rugi.  

Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang berkepanjangan dan tidak ada 

keseriusan dari pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut, menjadikan banyak 

masyarakat disekitar hidup dalam garis kemiskinan dan terpinggirkan (termarjinalkan). Banyak 

masyarakat terpaksa menjadi buruh tani diatas tanah mereka sendiri. Sementara itu, bagi 

pemerintah daerah konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin, bukan 

menjadi persoalan sosial yang harus diselesaikan dengan segera. Yang ada masyarakat selalu 

diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki hak karena tidak dapat menunjukan bukti 

kepemilikan lahan.  
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C. Deforestasi dan Degredasi Kawasan Hutan dan Lahan. 

Pada tahun 2015 lalu, Sumatera Selatan mengalami bencana asap yang disebabkan adanya 

kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 

±458.413 Hektar Hutan Provinsi Sumatera Selatan terbakar. Berdasarkan temuan hotspot di 

areal konsesi perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit, BNPB 

menyatakan bahwa 99,9% kebakaran hutan dan lahan disebabkan karena disengaja atau dibakar 

untuk pembersihan lahan dan untuk perluasan perkebunan. Karena membakar lahan dianggap 

sebagai metode paling cepat dan biaya yang sangat murah untuk membersihkan  lahan  pasca 

panen. 

Tidak hanya akibat kebakaran hutan dan lahan, 

deforestasi dan degredasi hutan dan lahan di 

Sumatera Selatan juga disebabkan adanya 

penelantaran areal izin oleh perusahaan selaku 

pemegang hak pengelolaan kawasan hutan. Dari 

studi dokumen perizinan dan investigasi yang 

dilaksanakan LBH Palembang, ditemukan 4 

(empat) areal izin pemanfaatan hasil hutan kayu 

perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Musi 

Banyuasin  tidak memiliki aktivitas seperti 

penanaman, perawatan dan pemanenan. Areal 

izin tersebut milik PT. Pakerin dengan luas areal 

43.380 hektar, PT. Bumi Pratama Usaha Jaya 

dengan luas areal 56.000 hektar, PT. Tunas 

Hutan Pratama dengan luas areal 10.130 hektar, 

dan PT. Tiesico Cahaya Pertiwi dengan luas 

areal 4.800 hektar. Kondisi eksisting areal izin 

tersebut sebagian besar berupa semak belukar 

dan tidak lagi berbentuk hutan. Bahkan sebagian 

telah menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi 

ini menunjukan bahwa patut diduga bahwa 

empat perusahaan selaku pemegang izin 

pemanfaatan kawasan hutan telah meninggalkan 

dan menelantarkan areal izinnya. Faktanya, 

tindakan ini telah menyebabkan seluas 114.310 

hektar hutan Sumatera Selatan rusak. 

Deforestasi hutan juga terjadi karena adanya 

ilegal loging atau penebangan kayu alam secara  

besaran-besaran oleh perusahaan. Penebangan 

kayu alam untuk penyiapan lahan dalam jumlah 

yang luas juga telah menyebabkan kerusakan 

ekosistem gambut dan kerusakan lingkungan 

hidup disekitar kawasan yang dalam hal ini sama 

halnya dengan melakukan pengrusakan hutan. 
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Selain itu, penggunaan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit menjadi 

penyokong besar terhadap kerusakan (deforestasi) kawasan hutan di Sumatera Selatan. Dari 

studi data perizinan yang diambil dari beberapa sumber dan investigasi LBH Palembang,  

tercatat sebanyak 8 (delapan) areal perkebunan kelapa sawit perusahaan berada di dalam 

kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa dan Taman Nasional), sebanyak 6 areal berada 

di dalam kawasan Hutan Lindung, dan sebanyak 13 (tiga belas) areal berada di dalam kawasan 

Hutan Produksi Tetap. Belum lagi areal perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam 

kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tanpa ada Keputusan Pelepasan 

Kawasan Hutan dari menteri. 

 

D. Pengrusakan Lingkungan. 

Dari kegiatan advokasi untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang 

dilaksanakan LBH Palembang pada tahun 2018, ditemukan ada 2 (dua) kasus pengrusakan 

lingkungan oleh perusahaan berupa penanaman pohon industri di area sempadan sungan 

sehingga menyebabkan kerusakan sungai, dua kasus pengrusakan lingkungan tersebut 

berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin yang diduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan 

kelapa sawit dan perusahaan HTI. 

Dari verifikasi lapangan yang dilaksanakan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Banyuasin, ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup dan izin lingkungan berupa melakukan penanaman di area sempadan sungai 

yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan telah menyebabkan sungai mati dalam 

kondisi dangkal. 

 

Dampak buruk diatas merupakan sebagian dari akibat tata kelola hutan dan lahan yang 

diterapkan selama ini. Kondisi tersebut tidak terlepas juga dari lemahnya penegakan hukum 

dan lemahnya akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat disekitar untuk 

mendapatkan akses lahan kelola. 
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POTRET HAM DI SUMATERA SELATAN 

 

Sepanjang tahun 2018 LBH Palembang menerima pengaduan yang berdimensi HAM sebanyak 10 

(sepuluh) kasus. Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut berupa penghilangan hak atas pekerjaan, 

penghilangan hak atas pangan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak untuk tidak ditangkap 

sewenang-wenang,  

A. Penghilangan Hak Atas Ekonomi dan Sosial Budaya (Ekosob) 

Kasus PHK yang disampaikan buruh kepada LBH Palembang pada tahun 2018 berjumlah 7 

kasus dan kesemuanya adalah kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh pengusaha. Kasus PHK 

tersebut iadalah sebagian kecil kasus PHK yang terjadi di Sumatera Selatan. Berdasarkan data 

Pengadilan Negeri Palembang, sebanyak 73  kasus PHK ditangani oleh Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan korban sebanyak 149 buruh. Banyaknya 

kasus PHK ini menunjukan lemahnya perlindungan terhadap kaum buruh. Meskipun Undang-

Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa sedapat mungkin harus menghindari terjadinya 

PHK, namun bagi pengusaha PHK seakan menjadi hal yang tidak bisa dihindari demi untuk 

kepentingan akumulasi modal perusahaan. Sementara bagi kaum buruh, PHK merupakan 

penghilangan sumber perekonomian mereka, di tengah sulitnya kesempatan untuk 

mendapatkan kembali pekerjaan, PHK semakin menjauhkan buruh untuk mendapatkan 

penghidupan yang sejahtera. 

Demikian pula halnya dengan para petani yang kehilangan lahan garapan akibat tergusur 

karena kepentingan investasi. Pada tahun 2018 LBH Palembang menerima 3 (tiga) pengaduan 

konflik lahan dari masyarakat. Sebanyak 449 kepala keluarga  telah kehilangan lahan   akibat 

konflik lahan. Ditengah melimpahnya sumber daya alam, banyak petani masih hidup digaris 
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kemiskinan dan termarjinalkan, serta kehilangan haknya untuk mendapatkan pangan. Kondisi 

ini sangat kontradiksi dengan kondisi reforia pembangunan kota dan pertunjukkan-pertunjukan 

yang mengatasnamakan kemajuan daerah. Penyelenggaraan  event skala internasional seperti 

sea games dan asian games hanya memberikan perubahan infrastruktur yang ada di kota, tanpa 

satupun yang menyentuh wilayah pedesaan. 

Potret HAM di Sumatera Selatan terutama dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya 

(ekosob) tidak terlepas dari kondisi sosial di Sumatera Selatan yang dapat menjadi indikator 

pemenuhan HAM masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Akses terhadap SDA yang timpang, 

yang banyak diperuntukan untuk kepentingan korporasi tidak mencerminkan adanya 

pemenuhan hak ekonomi yang baik dari negara. Karena pada faktanya, banyak petani 

kehilangan lahan kelola karena tergusur akibat konflik yang mengatasnamakan kepentingan 

investasi dan pendapatan daerah. 

Lemahnya perlindungan yang menyebabkan banyak terjadi PHK sepihak, upah murah, 

lemahnya pengawasan, menjauhkan kaum buruh dari hidup sejahtera. Kebijakan pengupahan 

melalui Keputusan Gubernur Nomor 684/KPTS/DISNAKERTRANS/2017, sebesar Rp. 

2.595.994 untuk upah buruh di Sumatera Selatan tahun 2018, masih tidak layak apabila 

dibandingkan dengan kebutuhan hidup minimun kaum buruh. Dengan kata lain, Pemerintah 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum memenuhi hak-hak kaum buruh untuk hidup layak. 

Dilihat dari kondisi sosial masyarakat provinsi Sumatera Selatan dimana angka kemiskinan 

masih cukup tinggi yang menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017 berjumlah 

1 086,76, menunjukan bahwa pemenuhan hak ekonomi penduduk Sumatera Selatan belum 

terlaksana dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Beberapa faktor yang dapat dilihat seperti 

sempitnya lapangan pekerjaan, lahan kelolah yang semakin berkurang karena pertumbuhan 

penduduk bagi petani di pedesaan, penggusuran usaha terhadap usaha rakyat, dan kebijakan 

ekonomi daerah yang mementingkan para pemodal besar. 

 

B. Penghilangan Hak Sipil Politik. 

Dari sisi sipil politik, hak masyarakat hanya terlihat terpenuhi pada saat memberikan hak suara 

pada proses Pilkada yang baru saja dilewati. Namun masyarakat kehilangan hak sipil politiknya 

untuk memberikan aspirasi dan pendapat dalam menentukan dan pembuatan kebijakan daerah. 

Penyampaian aspirasi masyarakat dimuka umum hanya dianggap sebagai pengganggu stabilitas 

dan kenyamanan lingkungan. bahkan tidak jarang dilakukan kriminalisasi terhadap masyarakat 

yang melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi, seperti yang dilakukan oleh Suku Anak 

Dalam (SAD) Desa Tebing Tinggi Kabupaten Musi Rawas yang ditangkap pada saat 

melakukan aksi menyampaikan pendapat dan ditahan dengan tuduhan telah melakukan 

pengrusakan. 

Pada tahun 2018 ini LBH Palembang hanya menerima 2 (dua) pengaduan masyarakat yang 

berupa pelanggaran hak sipil politik yaitu penangkapan sewenang-sewenang, namun ini bukan 

berarti bahwa pada tahun 2018 angka pelanggaran hak sipil politik di Sumatera Selatan 

memiliki jumlah angka yang kecil. Dari konsultasi dengan masyarakat pencari keadilan yang 

datang ke LBH Palembang, kekerasan dan penyiksaan oleh pihak kepolisian pada saat 

penyidikan sebuah perkara serta penempatan narapidana yang tidak layak masih banyak terjadi. 

Persoalan kekerasan aparat kepolisian banyak tidak muncul kepermukaan karena ditutupi oleh 

korban lantaran merasa terancam dan tidak memiliki perlindungan keamanan. .    
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PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN 

Yang Setengah Hati 
 

Konflik lahan masyarakat dengan perusahaan bukan sekedar konflik keperdataan ganti rugi 

lahan atau hanya sekedar sengketa bukti surat kepemilikan tanah, namun merupakan 

konflik struktural yang penyelesaiannya harus melihat akar permasalahan konflik tersebut.  

Dari beberapa konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan para pemegang izin, 

terlihat beberapa akar permasalahan penyebab terjadinya konflik, yaitu : 

a. Karena tidak adanya pengakuan negara terhadap lahan adat, eks tanah marga, atau 

lahan kelolah yang sudah digarap masyarakat; 

b. Karena adanya kebijakan pemerintah yang mendahulukan kepentingan investor 

sehingga memasukan lahan kelola masyarakat kedalam areal izin pengelolaan SDA 

yang akan diberikan kepada perusahaan; 

c. Karena adanya ekspansi areal izin untuk kepentingan perluasan usaha atau 

pengembangan modal perusahaan. 

d. Penetapan kawasan hutan yang tidak memenuhi tahapan: Penunjukan Kawasan Hutan, 

Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan hutan  dan  Penetapan Kawasan 

Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan 

Beberapa konflik yang terjadi selalu diwarnai dengan penggusuran lahan kelola 

masyarakat. Salah satu contoh kasus adalah konflik lahan antara masyarakat eks Marga 

Bayat Kabupaten Musi Banyuasin dengan PT. Bumi Persada Permai (BPP). Dengan 

bermodalkan SK Menhut No 337/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004, PT. BPP 

melakukan penggusuran dan penanaman paksa lahan masyarakat disekitar maupun didalam 

kawasan hutan yang melibatkan TNI. Konflik lahan sejak tahun 2004 sampai saat ini 

belum ada penyelesaian.  Masyarakat terus melakukan tuntutan pengembalian lahan yang 

 saat ini telah ditanami pohon akasia oleh PT. BPP. 

Penggusuran lahan akibat konflik juga dialami oleh warga Desa Merbau Kabupaten Ogan 

Komering Ulu (OKU) dan Dusun Cawang Desa Gumawang Ilir Kabupaten Musi Rawas. 
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Keputusan Menteri Kehutanan. No. 38/Kpts-II/1996 yang menjadi Dengan berdasarkan 

dasar Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri,  PT. Musi Hutan Persada (MHP) 

penggusuran lahan kelola dan pemukiman masyarakat Desa Merbau dan Dusun melakukan 

Cawang dengan dalil bahwa lahan dan pemukiman tersebut masuk dalam areal izin PT. 

MHP. 

Tidak hanya pada sektor kehutanan sebagaimana contoh kasus diatas, pada sektor 

pertambangan juga terjadi penggusuran terhadap lahan masyarakat oleh perusahaan 

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Seluas ±4.900 hektar lahan milik 500 KK 

warga Dusun Tungkal Kabupaten Muara Enim, telah menjadi areal pertambangan batubara 

PT. Bukit Asam. 

Penggusuran lahan dengan melibatkan aparat keamanan (TNI dan Polri) merupakan bentuk 

upaya yang sering digunakan perusahaan untuk mengambil alih lahan masyarakat yang 

tidak bersedia untuk diganti rugi atau melakukan perlawanan untuk mempertahankan lahan 

kelola yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Penggusuran lahan adalah 

bentuk arogansi perusahaan dalam penyelesaian konflik, untuk kepentingan lahan/ekspansi 

areal izin usaha, mereka memposisikan diri sebagai pihak yang benar dan memanfaatkan 

kelemahan masyarakat karena tidak memiliki bukti-bukti formal hak atas tanah/lahan. 

Negara yang dalam hal ini pemerintah seakan membenarkan tindakan penggusuran yang 

dilakukan perusahaan.  

Penggusuran lahan dengan melibatkan aparat keamanan (TNI dan Polri) merupakan bentuk 

upaya yang sering digunakan perusahaan untuk mengambil alih lahan masyarakat yang 

tidak bersedia untuk diganti rugi atau melakukan perlawanan untuk mempertahankan lahan 

kelola yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Penggusuran lahan adalah 

bentuk arogansi perusahaan dalam penyelesaian konflik, untuk kepentingan lahan/ekspansi 

areal izin usaha, mereka memposisikan diri sebagai pihak yang benar dan memanfaatkan 

kelemahan masyarakat karena tidak memiliki bukti-bukti formal hak atas tanah/lahan. 

Negara yang dalam hal ini pemerintah seakan membenarkan tindakan penggusuran yang 

dilakukan perusahaan.  

Dalam penyelesaian konflik lahan, masyarakat berharap banyak akan adanya kepedulian 

pemerintah terhadap ketidakadilan yang dilakukan perusahaan. Untuk itu, sebagian besar 

konflik lahan yang terjadi diadukan masyarakat pada pemerintah (Gubernur dan atau 

Bupati). Berkaca dari pendampingan penyelesaian kasus konflik lahan masyarakat dengan 

perusahaan, pemerintah daerah selalu memposisikan diri sebagai penengah dan terkesan 

formalistik. Tidak jarang masyarakat dibenturkan pada situasi dimana masyarakat tidak 

dapat menunjukan bukti kepemilikan lahan, sehingga perusahaan dinyatakan sebagai pihak 

yang berhak atas lahan konflik karena memiliki izin yang sah dari pemerintah. Kemudian 

penyelesaian konflik hanya dipandang sebagai persoalan ada atau tidaknya ganti rugi tanpa 

melihat dampak yang akan timbul bagi masyarakat setelah kehilangan lahan kelolanya. 

Ketimpangan dalam upaya penyelesaian konflik lahan, juga terjadi pada saat dilakukan 

verifikasi lapangan. Pemeriksaan lapangan terkesan hanya satu arah yaitu hanya untuk 

mencari kesalahan dan kelemahan  masyarakat, sementara perusahaan yang melakukan 

penggusuran seakan dianggap suatu tindakan yang wajar, dengan tanpa melihat kebenaran 

apakah lahan yang berkonflik tersebut benar atau tidak masuk dalam areal izinnya 

perusahaan. Ketidak mampuan pemerintah untuk bertindak tegas untuk melihat 

pelanggaran perusahaan serta pemberian solusi penyelesaian yang lebih mendahulukan 
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kepentingan perusahaan, menjadikan konflik tidak ada penyelesaian dan terus terjadi 

berkepanjangan. 

Sementara itu, apabila penyelesaian konflik lahan dilakukan melalui lembaga peradilan, 

tentunya masyarakat yang tidak memiliki bukti formal atas kepemilikan lahan, akan 

dikalahkan oleh adanya surat izin yang dimiliki perusahaan. Untuk itu masyarakat tidak 

memilih pengadilan sebagai upaya penyelesaian konflik lahan. 

Dari kondisi penyelesaian konflik lahan yang tergambar diatas, menunjukan bahwa 

pemerintah daerah masih setengan hati dalam penyelesaian konflik lahan di Sumatera 

Selatan. Akibatnya banyak sengketa lahan yang tidak ada kejelasan penyelesaiannya. 

Penyelesaian konflik hanya sebatas proses tanpa ada resolusi konflik yang berbasis 

 keadilan 

 

 

 

 

   


